
 

 
BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
 

NOMOR 44 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk rasionalisasi pencatatan aset tetap perlu 

melakukan perubahan nilai kapitalisasi pemeliharaan atas 
aset tetap; 

 
  b. bahwa untuk mengatur penyusunan dan penyajian asset 

tetap dalam neraca perlu melakukan penambahan klasifikasi 

pencatatan Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP) dalam 
kebijakan akuntansi; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan Peraturan 
Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang  Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang, untuk dilakukan 

penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya. 
 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Rembang. 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

 
 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 5679); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
 

11. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan; 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah; 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 
4) Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 61). 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 10  TAHUN 2014 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 

REMBANG.  
 

 
 



Pasal I 
 

Beberapa  ketentuan   dalam   Lampiran I Peraturan   Bupati   
Rembang  Nomor  10   Tahun  2014  tentang  Kebijakan  

Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten Rembang (Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) diubah  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran  yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memutuskan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Rembang. 
 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal, 20 Desember 2017   

                
BUPATI REMBANG, 

 
        ttd 

 

ABDUL HAFIDZ 
            

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal, 20 Desember 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG, 

  
     ttd 

 
SUBAKTI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 44  
 


